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(3) Ketentuan lebih lanjut meng;elnai ﬁembiayaan penyelenggaraan Bantuan
Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB X
SANKSI

Pasal 22

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d,
dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran tertulis; dan

b. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang
telah diterima.

Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum dapat
dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah.

(2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan yang
diberikan Pemerintah Daerah harus dikembalikan dan kerugian yang
ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban Pemberi Bantuan
Hukum.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah
ini,

Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pad al 31 ReustUs 2015

ADIROZAL
Diundangkan di Sungai Penuh =t

pada tanggal 31 AGusTUS 2015
SE ARIS DAERAH KERINCI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOREG: [ 2015 TAHUN 2015 NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara
hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu
termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan
Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk
memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui
dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses
terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality
before the law). Hingga saat ini, di Kabupaten Tulungagung belum ada Peraturan
Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga
negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan
Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak
menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk
mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk
mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan
jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di
Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-
pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum,
hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja,
larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas keadilan” adalah menempatkan hak dan
kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan
tertib.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum"
adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama
di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses
kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap,
benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan
keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
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